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PUTUSAN 

Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Llk 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 

Jefri Mamonto bin Hasan Mamonto, tempat dan tanggal lahir Doloduo, 

12 Juli 1984, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan 

Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di 

xxxxx x, Desa Doloduo III, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,  

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai  Pemohon; 

melawan 

Yeti Potabuga binti Dendi Potabuga, tempat dan tanggal lahir Wangga 

Baru, 27 Desember 1992, umur 29 tahun, agama Islam, 

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 

Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, tempat kediaman di 

xxxxx xII, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, 

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Termohon;  

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022 

yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada 

tanggal 18 Mei 2022 dengan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Llk, telah mengajukan 

permohonan izin ikrar talak dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa pada hari Kamis, 03 Maret 2011 Pemohon dengan Termohon telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Buku Nikah Nomor: 

40/08/IV/2011 tanggal 03 Maret 2011; 

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di 

rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di xxxxx x, Desa Toraut, 

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kemudian pindah dirumah bersama xxxx xxxxxxx 

xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai terjadinya perpisahan; 

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup 

bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak yang masing-masing bernama; 

a. Keyla Mamonto binti Jefri Mamonto, berusia 10 (sepuluh) tahun, dalam 

asuhan Termohon; 

b. Karla Mamonto binti Jefri Mamonto, berusia 7 (tujuh) tahun dalam 

asuhan Termohon; 

4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan 

harmonis, namun sejak Tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan 

perselisihan yang disebabkan karena Termohon ketika ditegur tentang 

kewajibannya sebagai isteri Termohon malah membentak dan 

memarahi balik Pemohon dan selalu turun dari rumah dan dilakukan 

berulang kali; 

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada April 

2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sudah 

kurang lebih 2 (dua) Tahun lamanya Pemohon dan Termohon sudah tidak 

tinggal bersama dan tidak lagi melakukan layaknya hubungan suami-istri; 

6. Bahwa Pemohon telah rembug di Desa dengan Lembaga Adat untuk 

mendamaikan namun Termohon tatap pada pendirian Termohon dan 

keputusan tetap Cerai/Pisah; 

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan 

Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk 

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah 

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat 

terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon 

Disclaimer
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untuk menyelesaikan permasalah rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon; 

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini 

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim 

untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan 

putusan yang amarnya sebagai berikut: 

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak 

kepada Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;   

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum 

SUBSIDER: 

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 

Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Llk tertanggal 18 Mei 2022 dan 25 Mei 2022 yang 

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut 

disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum; 

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya 

untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup 

untuk umum dan dibacakan surat pemohonan Pemohon yang maksud dan 

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 
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Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan 

Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 

40/08/IV/2011 tanggal 03 Maret 2011, yang cocok dengan aslinya, bermeterai 

cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P; 

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga 

menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut: 

1. Hasan Mamonto bin Onga Mamonto, umur 61 tahun, agama Islam, 

pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG 

MONGONDOW, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah 

kandung Pemohon; 

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri; 

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tahun 2011; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga 

di orang tua Pemohon di Desa Toraut kemudian pindah dirumah bersama 

xxxx xxxxxxx xxx; 

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak; 

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada 

awalnya baik dan rukun namun sejak Januari 2019 mulai tidak harmonis 

karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar Pemohon dan 

Termohon cekcok; 

- Bahwa dari pertengkaran tersebut saksi mengetahui penyebab 

ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah 

ekonomi dimana Termohon merasa tidak cukup dengan Termohon ketika 

ditegur tentang kewajibannya sebagai istri, Termohon malah membentak 

dan memarahi balik Pemohon dan selalu turun dari rumah dan dilakukan 

berulang kali; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak April 2020 

yang lalu sampai sekarang; 

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah 

adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon; 

- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada 

komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah 

menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya; 

- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga dan Aparat Desa untuk 

merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; 

- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan 

Termohon namun tetap tidak bisa rukun; 

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon 

lagi; 

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat 

kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpah 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah 

keponakan Pemohon; 

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri; 

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tahun 2011; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga 

di orang tua Pemohon di Desa Toraut kemudian pindah dirumah bersama 

xxxx xxxxxxx xxx; 

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak; 

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada 

awalnya baik dan rukun namun sejak Januari 2019 mulai tidak harmonis 

karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar Pemohon dan 

Termohon cekcok; 

- Bahwa dari pertengkaran tersebut saksi mengetahui penyebab 

ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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ekonomi dimana Termohon merasa tidak cukup dengan Termohon ketika 

ditegur tentang kewajibannya sebagai istri, Termohon malah membentak 

dan memarahi balik Pemohon dan selalu turun dari rumah dan dilakukan 

berulang kali; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak April 2020 

yang lalu sampai sekarang; 

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah 

adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon; 

- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada 

komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah 

menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya; 

- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga dan Aparat Desa untuk 

merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; 

- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan 

Termohon namun tetap tidak bisa rukun; 

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon 

lagi; 

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain; 

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, 

yang pada pokoknya tetap pada permohonnannya serta mohon putusan; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan 

antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan 

secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan 

Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 juncto Pasal 49 

ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 

50 Tahun 2009); 

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan 

Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh 

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun 

berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Llk yang 

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Termohon harus 

dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara 

verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg.; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap 

maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis tetap 

berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya 

dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan cerai 

talak, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang 

tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada 

pokoknya dapat disimpulkan Pemohon memohon izin untuk mengkirkarkan 

talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga 

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon ketika 

ditegur tentang kewajibannya sebagai isteri Termohon malah membentak dan 

memarahi balik Pemohon dan selalu turun dari rumah dan dilakukan berulang 

kali, sehingga di tahun 2020 sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon 

pisah tempat tinggal; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg 

dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI 
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Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa 

hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan 

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan 

dalil-dalil permohonannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan serta 2 (dua) orang saksi 

masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2; 

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa 

fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh 

karena itu bukti P telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 

1888 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Juncto Pasal 28 Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima 

sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta 

Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang 

Mongondow Nomor: 40/08/IV/2011 tanggal 03 Maret 2011, adalah akta autentik 

yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan 

pernikahan pada tanggal 03 Maret 2011 dan tercatat pada tercatat pada KUA 

Kecamatan xxxxxx xxxxx, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat 

materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan bukti tersebut mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), 

sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karenanya harus 

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang 

telah menikah pada tanggal 03 Maret 2011, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam 

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,  maka 

Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan pihak keluarga serta orang 
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dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 

1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam rangka membuktikan unsur-unsur 

alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan 

pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan 

keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang 

diajukan Pemohon adalah saksi dari keluarga Pemohon yang sudah dewasa, 

cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya 

serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga 

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 

R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975; 

Menimbang, bahwa saksi keluarga atau orang dekat dari Termohon tidak 

dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan 

keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya 

menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 

tahun 2019 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sering bertengkar 

karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, 

sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Keluarganya sudah 

mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat 

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang 

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut 

telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 

R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang 

mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 

bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, 

maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 
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R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian yang bebas (vrij) sesuai Pasal 1908 KUHPerdata; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang 

dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah 

menemukan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah 

bercerai; 

2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi 

yakni Termohon merasa tidak cukup dengan pemberian Pemohon; 

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara 

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang 

lebih dari 8 (delapan) bulan;  

4. bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada 

komunikasi yang baik lagi; 

5. bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh 

Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon 

menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak 

terhadap Termohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan  

fakta  hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup 

seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Majelis Hakim akan 

pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan; 

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon Majelis Hakim 

akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 

1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam yang unsur-unsurnya yaitu: 

1. “Antara suami dan istri” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan 

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah 

bercerai. 
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2.  “Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” : fakta hukum 

pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam 

membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang 

mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta 

setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak 

ada komunikasi yang baik lagi; 

3. “xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” : Unsur 

ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada 

angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga 

maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon 

menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan 

Termohon; 

Menimbang,  bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud 

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena telah jelas sebab 

akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari 

orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan, tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang 

laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya 

mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), yang bertujuan untuk membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmat, 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga 

terkandung di dalamnya tanggung jawab moral sehingga perkawinan tidak 

dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan hukum; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Pemohon dan 

Termohon, Majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon telah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami 

istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan 

sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi 

penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang 

salah dalam keadaan rumah tangga yang telah patah arang hanya akan 
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menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan 

rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudaratan 

dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara 

perkawinannya diputuskan, dan selaras dengan kaidah fikih yang diambil 

sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Artinya: “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik 

kemaslahatan”;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup 

terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi 

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 

junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat 

Muhammad Quraish Shihab (ulama tafsir) sebagaimana tercantum dalam 

kitabnya Tafsir Al Misbah juz I halaman 486 dalam menafsirkan surah al-

Baqarah ayat 228 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, 

berbunyi: ayat ini memberi kesempatan kepada para suami berpikir selama 

empat bulan untuk mengambil keputusan tegas, yakni kembali hidup sebagai 

suami istri yang normal atau menceraikan istrinya. Persoalan ini dapat berbeda 

antara seseorang dengan yang lain, ada yang tidak dapat bertahan selama itu, 

dan ada juga yang dapat melebihinya, oleh karenanya petitum kedua 

permohonan Pemohon dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh 

Pemohon adalah talak yang kesatu di mana antara suami istri sudah dalam 

keadaan ba’da dukhul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, talak yang 

akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj’i; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Llk 
Kamis, 02 Zulkaidah 1443 Hijriah / 02 Juni 2022 Masehi 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak 

akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang 

perkawinan, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon Majelis 

Hakim akan pertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon 

dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang 

besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; 

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum permohonan Pemohon 

dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan 

secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu 

raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama 

Lolak; 

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp695.000,00 

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis 

Hakim yang  dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 02 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami Nur Ali 

Renhoat, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I. 

dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu 

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Llk 
Kamis, 02 Zulkaidah 1443 Hijriah / 02 Juni 2022 Masehi 

dan dibantu oleh  Solman Abidin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta 

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; 

Ketua Majelis, 

 

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H 

Hakim Anggota, Hakim Anggota, 

 

Binti Nur Mudawamah, S.H.I. Alfian Muhammady, S.Sy. 

Panitera Pengganti, 

 

Solman Abidin, S.H.I. 

Perincian biaya : 

  1.   Pendaftaran   Rp30.000,00  
  2.   ATK Proses   Rp75.000,00  
  3.   Panggilan   Rp550.000,00  
  4.   PNBP Panggilan   Rp20.000,00  
  5.   Redaksi   Rp10.000,00  
  6.   Meterai   Rp10.000,00  

    Jumlah Rp695.000,00 
    ( enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )  
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